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Sebelum penulis memulai kata pengantar atas karya buku ini, izinkan 
penulis mengutip sebuah ayat dalam injil Alkitab pada Amsal 2:6, yang 
berbunyi: "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang 
pengetahuan dan kepandaian.". Melalui isi dalam injil Alkitab tersebut 
menjadi pengingat bagi kita semua dan juga bagi penulis bahwa Tuhan lah 
yang empunya kehidupan yang memberikan kita ilmu pengetahuan dalam 
setiap hidup kita semua. 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, kasih dan 
rahmat, serta petunjuk-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya 
buku ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Debitor Dalam Pelaksanaan 
Lelang Hak Tanggungan di Indonesia”. Buku ini membahas mengenai 
perlindungan hukum debitor atau nasabah disaat melakukan wanprestasi 
dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan berupa tanah dan 
bangunan, sehingga diharapkan melalui buku ini masyarakat dapat 
memahami perlindungan hukum yang dimiliki nya dan hal tersebut telah 
dijamin oleh hukum. Melalui buku ini penulis ini menyajikan alternatif bacaan 
yang mengimplementasikan antara apa yang ada dalam teori maupun aturan 
hukum dengan beberapa praktik yang masih ada dijumpai berbeda dengan 
aturan hukum tersebut, sehingga akhirnya bermuara kepada gugatan ke 
Pengadilan terlebih menarik untuk dibaca para pembaca untuk memahami 
hak hukum nya. 

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan beberapa ucapan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril 
maupun materil sehingga buku ini dapat diselesaikan kepada Bapak Prof. Dr. 
Junaidi, S.S., M.Hum (Rektor UNILAK), Dr. Fahmi, S.H.,M.H. (Dekan Fakultas 
Hukum UNILAK), Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd (Dekan Sekolah Pascasarjana 
UNILAK), Dr. Anto Ariyanto, S.Si., M.Si (Wakil Dekan I Sekolah Pascasarjana 
UNILAK), Ibu Dr. Nurliana Nasution, S.T., M.Kom., MTA.,MCF (Wakil Dekan II 
Sekolah Pascasarjana UNILAK), M. Rasyid Abdillah, S.E., M.M., Ph.D. (Dekan III 
Sekolah Pascasarjana UNILAK), Bapak Dr. Irawan Harahap, S.H.,S.E.,M.Kn 
(Kaprodi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana UNILAK). 

Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. (Dosen Pembimbing I Tesis S2 
saya/Dosen UNILAK) dan Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D (Dosen Pembimbing II 
Tesis S2 saya/Dosen UNILAK) yang menuntun saya dalam menyelesaikan 
penelitian tesis S2 hukum. 
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Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada 
keluarga tercinta ayah dan ibu ku S. Sijabat/R. Br. Hutagalung yang selalu 
mengingatkan untuk pentingnya belajar dan meraih pendidikan setinggi-
tingginya dan harus mempuyai sikap rendah hati serta harus senantiasa 
mengandalkan Tuhan serta mertua saya J. Sianturi/S.Situmeang yang selalu 
mendukung dan menyemangati penulis. Terkhusus terima kasih yang besar 
kepada Istriku tercinta Febrinawati Sianturi, S.P. yang selalu menopang, 
menemani dan mendoakan serta memberikan semangat penulis baik secara 
moril maupun materil dalam menyelesaikan karya buku ini sehingga nantinya 
dapat berguna bagi para pembacanya.  

Tak lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Hotma 
P.D. Sitompul, S.H., M.Hum (Pembina LBH Mawar Saron/Pengacara Senior 
Indonesia) atas bimbingan maupun kesempatan yang diberikan kepada 
penulis dapat mengabdi dan melayani serta memberikan bantuan hukum 
bagi masyarakat yang tidak mampu dan teraniaya secara hukum melalui LBH 
Mawar Saron dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan keluarga 
besar LBH Mawar Saron Batam. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 
dan memberikan bantuan sehingga karya buku ini dapat terbit yang tak 
mungkin penulis tuliskan satu per satu. Buku ini penulis ambil dari sumber 
penelitian Tesis penulis dalam rangka mendapatkan gelar akademik Magister 
Hukum S2 di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Pastinya setiap karya 
memiliki kekurangan nya masing-masing dan Penulis juga memohon maaf jika 
ada kekurangan dalam karya buku ini dan dapat disempurnakan di kemudian 
hari. Terima Kasih. 

 
 
 

    Batam, Juli 2023 
Ttd 

 
Mangara Sijabat, S.H., M.H. 
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Puji syukur selalu kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa karena kasih dan karunia lah kita selalu diberikan 
hikmat, ilmu maupun pengetahuan, pada kesempatan ini 
saya mengucapkan selamat kepada Mangara Sijabat, S.H., 
M.H. atas karya buku yang telah dibuat dan terbit dengan 
judul “Perlindungan Hukum Debitor Dalam Pelaksanaan 
Lelang Hak Tanggungan di Indonesia”. Mangara Sijabat 

merupakan salah satu dari sekian banyak Lawyer di Lembaga Bantuan Hukum 
Mawar Saron yang saya dirikan yang mendedikasikan dirinya dalam 
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan 
teraniaya secara hukum yang terkadang susah untuk mendapatkan akses 
keadilan. Buku ini menarik karena berisi terkait teori-teori hukum yang 
disandingkan dengan permasalahan hukum yang ada dalam proses 
pelelangan hak tanggungan di Indonesia yang kemudian mempertegas 
adanya perlindungan hukum debitor dalam proses pelelangan yang 
mengandung perbuatan melawan hukum, hal tersebut juga diperkuat dengan 
beberapa contoh putusan pengadilan yang mungkin dapat dijadikan 
yurisprudensi oleh para pembaca. Kiranya dengan terbitnya karya buku ini 
dapat bermanfaat bagi banyak orang yang membacanya terkhusus bagi 
masyarakat yang awam hukum sehingga dapat mencegah terjadinya 
perbuatan melawan hukum terhadap dirinya, serta buku ini juga dapat 
dijadikan rujukan dan bahan referensi oleh para mahasiswa hukum maupun 
praktisi hukum mengenai hak tanggungan. Sekali lagi selamat kepada 
Mangara Sijabat atas penerbitan buku ini, Teruslah berkarya dengan karya-
karya selanjutnya. Tuhan Selalu Memberkati. 

Jakarta, 23 Juni 2023 
 

Ttd 
 

Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum. 
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Buku ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk menerbitkan 

sebuah karya buku yang kiranya dapat bermanfaat bagi para pembacanya, 
terkhusus terkait permasalahan hukum dalam hal jaminan hak tanggungan 
yang dilelang sebagai bagian dari akibat debitor/nasabah wanprestasi atau 
gagal bayar atas pembayaran pinjaman kredit bank yang dilakukannya.  

Tentunya menurut penulis buku ini dapat memberikan pemahaman 
kepada debitor atau nasabah, bahwa walaupun debitor gagal bayar atas 
kredit yang dilakukannya, namun perlu dipahami bahwa debitor masih 
memiliki jaminan kredit yang di jaminkan berupa tanah maupun bangunan 
dengan pembebanan hak tanggungan kepada kreditor/Bank, dalam hal ini 
debitor masih mempuyai hak hukum atas jaminan kredit yang dijaminkan jika 
dilakukan pelelangan oleh debitor dan dalam buku ini juga berisi keterkaitan 
teori-teori hukum yang ada dengan permasalahan tersebut. 

Hak hukum yang dimiliki debitor yaitu bahwa jaminan tanah dan 
bangunan miliknya jika dilelang harus menetapkannya dengan harga yang 
wajar yaitu pertama-tama dengan harga pasar dan jika tidak laku maka 
selanjutnya dapat menurunkan harga nya dengan harga terendah serta 
nantinya sisa penjualannya setelah dipotong sisa hutang nya pada Bank akan 
dikembalikan kepada debitor, namun tak dapat dipungkiri dalam praktik yang 
ada masih ada ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hal tersebut 
sehingga perbuatan kreditor tersebut masuk kedalam perbuatan melawan 
hukum dan proses lelang nya batal demi hukum serta dalam buku ini juga 
dibarengi contoh kasus melalui beberapa putusan pengadilan.  

Diharapkan kedepannya pentingnya pengawasan dari semua pihak untuk 
memberikan pemahaman akan hal ini terutama juga kepada kreditor/Bank 
dan Lembaga Pembiayaan. Tentunya melalui buku ini penulis mengharapkan 
para pembaca nantinya khususnya yang bersinggungan dengan kredit ke Bank 
dengan jaminan tanah maupun bangunan dapat memahami hak hukum nya 
sehingga menghindari kerugian yang akan terjadi kepada mereka di tengah 
ketidaktahuan para pembaca akan hal tersebut. oleh karena itu buku ini 
sangat bagus buat bahan bacaan dan referensi bagi seluruh kalangan bukan 
saja bagi masyarakat yang bersinggungan dengan jaminan hak tanggungan, 
namun juga bagi mahasiswa maupun para praktisi dan profesi hukum di 
Indonesia.    
 

PRAKATA PENULIS 



 

vii 

 

DAFTAR ISI 
 

KATA PENGANTAR PENULIS ········································································ iii 
KATA PENGANTAR ······················································································· v 
PRAKATA PENULIS ······················································································ vi 
DAFTAR ISI ································································································· vii 
BAB 1 PENDAHULUAN ·················································································· 1 
BAB 2 TINJAUAN UMUM HAK TANGGUNGAN,  

PERJANJIAN KREDIT DAN LELANG ······················································· 9 
A. Tinjauan Umum Hak Tanggungan ·························································· 9 

1. Definisi Hak Tanggungan ·································································· 9 
2. Ciri-Ciri dan Sifat Hak Tanggungan ················································· 12 
3. Unsur-Unsur Hak Tanggungan ······················································· 13 
4. Subjek dan Objek Hak Tanggungan················································ 13 
5. Asas-Asas Hak Tanggungan ···························································· 16 
6. Syarat Sah Pembebanan Hak Tanggungan ···································· 17 
7. Lahir dan Berakhirnya Hak Tanggungan ········································ 19 
8. Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank ···················· 22 

B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit ························································ 25 
1. Pengertian Kredit ··········································································· 25 
2. Unsur-Unsur Kredit ········································································ 26 
3. Pengertian Perjanjian Kredit ·························································· 27 
4. Bentuk Perjanjian Kredit ································································ 29 
5. Fungsi Perjanjian Kredit ································································· 30 
6. Berakhirnya Perjanjian Kredit ························································ 30 

C. Tinjauan Umum Lelang ········································································· 34 
1. Pengertian Lelang ·········································································· 34 
2. Jenis-Jenis Lelang ··········································································· 35 
3. Risalah Lelang ················································································· 40 

BAB 3 TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM,  
TEORI PERJANJIAN DAN TEORI EKSEKUSI ··········································· 43 

A. Teori Perlindungan Hukum ··································································· 43 
1. Pengertian Perlindungan Hukum ··················································· 43 
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum ············································ 46 
3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum ···················································· 48 
4. Perlindungan Hukum Bagi Debitor Dalam Perjanjian Kredit ········· 50 

B. Teori Perjanjian····················································································· 52 
1. Pengertian Perjanjian ····································································· 52 



 

viii 

 

2. Syarat Sahnya Perjanjian ································································ 53 
3. Asas-Asas Perjanjian ······································································ 57 
4. Jenis-Jenis Perjanjian ····································································· 59 
5. Wanprestasi ··················································································· 63 
6. Perbuatan Melawan Hukum ·························································· 67 

C. Teori Eksekusi ······················································································· 68 
1. Pengertian Eksekusi ······································································· 68 
2. Dasar Hukum Eksekusi Hak Tanggungan ······································· 70 
3. Asas-Asas Eksekusi ········································································· 74 
4. Eksekusi Dalam Hak Tanggungan ··················································· 76 

BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PELAKSANAAN  
LELANG HAK TANGGUNGAN ····························································· 89 

A. Perlindungan Hukum Debitor Dalam Pelaksanaan Lelang  
Hak Tanggungan Akibat Wanprestasi Terhadap Perjanjian  
Kredit Bank di Indonesia ······································································· 89 
1. Pembatalan Lelang Melalui Gugatan Perbuatan  

Melawan Hukum Ke Pengadilan ···················································· 95 
2. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pdt.G/2015/ 

PN Jmb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi  
Nomor 9/ PDT / 2016 / PT JMB Jo Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 2183K/Pdt/2016 ································ 103 

3. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 39/Pdt.  
G/2015/PN.Tbt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan  
Nomor 136/PDT/2017/PT MDN Jo Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2019  
Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 638 PK/Pdt/2020 ·········· 107 

B. Akibat Hukum Bagi Debitor Dalam Pelaksanaan Lelang Hak 
Tanggungan Akibat Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit  
Bank di Indonesia ··············································································· 115 

DAFTAR PUSTAKA ···················································································· 124 
PROFIL PENULIS ······················································································· 129 
 
 

 
  



 

 

 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan 
berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, dalam 
mengembangkan usahanya, maka untuk mengembangkan suatu usaha inilah 
sangat diperlukan ketersediaan dana atau modal yang pada masa sekarang ini 
dilakukan dengan pinjaman atau kredit pada lembaga perbankan/Lembaga 
Pembiayaan. 

Indonesia dewasa ini menggencarkan program pemerataan 
pembangunan nasional yang berkesinambungan. Selain pembangunan 
infrastruktur, salah satu aspek yang mencakup pembangunan nasional adalah 
pembangunan ekonomi. Dengan adanya, peningkatan kegiatan 
pembangunan tersebut maka kebutuhan akan ketersediaan dana modal pun 
mengalami peningkatan.  

Majunya perekonomian suatu bangsa, menyebabkan pemanfaatan tanah 
menjadi sangat penting dan memegang peranan kunci dalam kehidupan 
manusia itu sendiri. Hal ini terlihat karena kehidupan manusia sama sekali 
tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan kepemilikan tanah maupun 
bangunan minimal sebagai tempat tinggal.  

Lembaga perbankan sebagai salah satu sumber dana yang mempunyai 
peranan strategis untuk mendorong perekonomian melalui kegiatan 
perbankan. Untuk menciptakan peran tersebut, bank harus mampu 
menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Dalam kaitannya dengan 
hal itu, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
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TINJAUAN UMUM HAK TANGGUNGAN, 
PERJANJIAN KREDIT DAN LELANG 

 
A. TINJAUAN UMUM HAK TANGGUNGAN 
1. Definisi Hak Tanggungan 

Sejak tahun 1960 terjadi perombakan terhadap KUHPerdata Indonesia. 
Pada tanggal 24 September 1960 telah disahkan Undang-undang Nomor 5 
tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria atau lebih sering dikenalkan 
dengan UU Pokok Agraria yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum 
pertanahan nasional. Kelahiran Undang-undang pokok Agraria telah 
membawa perombakan fundamental terhadap hukum pertanahan Indonesia 
pada umumnya dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai lembaga 
hak jaminan atas hak atas tanah pada khususnya. Undang-undang Pokok 
Agraria dalam hubungannya dengan lembaga hak jaminan memberikan 
penggarisan sebagai berikut: 
1) Mencabut Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia 

sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih 
berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria; 

2) Undang-undang Pokok Agraria menentukan adanya lembaga jaminan 
atas hak atas tanah yang diberi nama sebutan “Hak Tanggungan”, yang 
selanjutnya akan diatur dalam Undang-undang tersendiri; 

3) Adapun hak-hak atasan tanah yang dapat dibebani dengan hak 
tanggungan tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna 
bangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal 25, 33, dan 39 
Undang-undang Pokok Agraria. 
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TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, 
TEORI PERJANJIAN DAN TEORI EKSEKUSI 

 
A. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Pengertian Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, 
yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang 
dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap 
peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan 
hukuman tertentu”.41 Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah 
“peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku 
manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi 
yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat 
diambilnya tindakan”.42 

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: 
“hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan 
normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan 
bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa 
yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan 
bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.43 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat 
dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para 
petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, 
hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam 

 
41 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), hlm. 38. 
42 R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,1999), hlm. 49. 
43 Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Satu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 

hlm. 4. 
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A. PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PELAKSANAAN LELANG 

HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP 
PERJANJIAN KREDIT BANK DI INDONESIA 
Pemberian pembiayaan dilakukan dengan perjanjian, perjanjian tersebut 

terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan dengan 
perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak 
kreditor. Dalam jaminan digunakan jaminan kebendaan yang salah satunya 
adalah tanah maupun bangunan yang ada diatasnya yang dijadikan jaminan 
atau disebut Hak Tanggungan. 

Lahirnya UU Hak Tanggungan sebagai bagian dari amanat UU Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta aturan 
lainnya yang mengatur jaminan Hak Tanggungan adalah Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Burgerlijk Wetboek 
(BW), Herzien Inlandsch Reglement (HIR) namun pada prakteknya oleh karena 
Undang-Undang Hak Tanggungan tidak secara tegas mengatur perlindungan 
hukum bagi debitor dan kreditor maka alternatif terakhir adalah hukum acara 
formil dan KUHPerdata (Pasal 1759, 1760, 1761 dan pasal 1762 kewajiban 
orang yang meminjamkan, pasal 1753 KUHPerdata kewajiban pemberi 
pinjaman, pasal 1763, 1764 KUHPerdata mengenai kewajiban penerima kredit 
atau pinjaman). Dan lazim dalam praktek penggunaan pasal 1365 KUHPerdata 
sebagai dasar debitor atau kreditor untuk penuntutan hak.  
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